
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan 

 Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi 

sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar 

perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo 

Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa ”kecuali dilihat oleh 

orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana 

semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai 

pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk 

mencari nafkah”1. 

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan 

perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa 

pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakangi 

dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.2 Berkenan dengan 

hal tersebut maka berikut ini penulis akan mengutraikan pengertian anak menurut beberapa 

peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:  

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang 

dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 

umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 

 
1 Setiadi, Tholib. 2010. Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Alfabeta,. Bandung, hlm. 173 
2 Prints, Darwin, , Hukum Anak Indonesia,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997. hal. 201 



2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak 

adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 

kepentingannya.  

Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang 

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, terrnasuk anak yang masih 

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” 

3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa Anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan. 

4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana 

5. Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia 

melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang 

berusia 18 tahun kebawah. 5 

6. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.  

7. Hukum Pidana 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana 

dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum 



dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 

tahun atau belum pernah kawin. 

8. Hukum Perdata 

Mengenai pengertian anak di dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, 

namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan 

seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata 

adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut 

dinggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.Jadi adapun 

pengertian wanita di bawah umur berdasarkan KUH Perdata adalah seseorang yang belum 

berumur 21 tahun atau belum dewasa. 

9. Hukum adat  

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa. Karena 

tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang 

menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah 

seperti Ter Haar yang mengatakan Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada di 

dalam persekutuanpersekutuan hukum yang kecial adalah pada seseorang laki-laki atau 

perempuan apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang 

tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah 

tangganya sendiri.3 Jadi berdasarkan pendapat Ter Haar tersebut maka dapat dikatakan 

bahwa yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di 

bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang 

tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri. 

10. Hukum Islam 

 
3 Ter Haar, Azas-Azas Hukum Adat, Armico, Bandung, 1984, hal. 47 



Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum 

Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di 

bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria 

dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air 

mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur 

adalah belum haid (mesntruasi). 

11. Jurisprudensi  

Menurut jurisprudensi anak adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan 

Selain pengertian anak menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak 

yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:  

a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945  

Pasal 28B ayat 2 “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi.  

Pasal 34 ayat 2 “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara “  

b. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

Pasal 4 “ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”  

Pasal 5 “ Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan” 



Pasal 6 “ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi 

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”  

Pasal 7  

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh 

orang tuanya sendiri.  

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 

kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak 

diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlak  

Pasal 8 “ Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” 

Pasal 9  

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya.  

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang 

menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan 

bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan 

khusus.  

Pasal 10 “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, 

dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan”  



Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 

dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, 

bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”  

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena 

dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk 

kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai 

Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga 

memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas 

atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the 

rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali 

berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. 

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong 

anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:  

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis 

diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut 

perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah 

dewasa.4  

Menurut Sugiri "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan 

perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses 

perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan 

 
4 Bismar Siregar, Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita, Yogyakarta: Pusat 

Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, hal 90 



permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) 

tahun untuk laki-laki."5  

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan 

"Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahkan 

karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan 

perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa elah melakukan jual beli, berdagang, 

dam sebagainya, walaupun ia belum melakukan kawin.6 

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan "Menarik batas antara 

sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya 

walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya 

anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dam sebagainya, walaupun ia 

belum berenang kawin."7 

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang 

cukup bervariasi kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur 

anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut 

batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia 

serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, 

dan belum pernah menikah. 

B. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 

 
5 Sugiri, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara Jakarta,1990, hal 25 
6 Maidin Gultom. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika 

Aditama, hlm 32 
7 Hilman Hadikusuma.. Hukum Waris Adat. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003, hal 89 



Didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian “anak yang 

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi 

korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Hal ini berdasar pada 

kenyataan bahwa Indonesia merupakan Negara Pihak dalam Konvensi Internasioal tentang 

Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of The Child), oleh karena negara dan hukum tidak 

dapat dipisahkan8 maka konsekuensinya terhadap Indonesia adalah berkewajiban untuk 

membentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan 

anak korban tindak pidana.9  

Kententuan Pasal 1 angka 4 UU Peradilan Anak menentukan “Anak yang Menjadi 

Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” 

Bertumpu pada Konvensi Internasioal tentang Hak-Hak Anak (Convention on the 

Rights of The Child) yang merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk 

melindungi hak anak.10 Indonesia merumuskan hak-hak anak tersebut dalam hukum nasional 

yang salah satunya adalah UU Peradilan Anak. UU Pereadilan Anak menyebut anak yang 

menjadi korban tindak pidana sebagai anak korban yakni anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 

 
8 I Dewa Gede Atmadja, 2012, Ilmu Negara : Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan, cet. Kedua, 

Setara Press, Malang, hlm. 198. 
9 Bambang Waluyo, 2014, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm.76. 
10 Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum: catatan pembahasan undang-undang sistem 

peradilan pidana anak, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58 



yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak korban dalam hal ini adalah seorang anak yang 

memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dalam UU Peradilan Anak, yang berarti 

pula bahwa anak korban memiliki hak untuk berkesempatan memperoleh keadilan melalui 

badan-badan peradilan. 

Anak korban dalam sitem peradilan anak dimungkinkan diposisikan sebagai anak 

saksi oleh karena ia dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan pendengaran, penglihatan serta pengalaman yang 

dialaminya sendiri. Pasal 23 ayat (2) UU Peradilan Anak menentukan dalam memberikan 

suatu kesaksian dalam sidang pengadilan, seorang anak korban atau anak saksi wajib 

didampingi oleh orang tua atau wali yang dipercayai anak korban atau anak saksi. Selain itu, 

dalam memberikan keterangan anak korban dan/atau anak saksi diperbolehkan memberikan 

keterangan diluar pengadilan dengan pertimbangan untuk menghindari adanya hal yang 

mempengaruhi jiwa anak korban dan/atau anak saksi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa 

anak korban diperhatikan kondisi dan rasa traumatiknya sebagai korban suatu kejahatan.  

Undang-Undang Peradilan Anak melalui Pasal 89 menentukan “Anak Korban 

dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” Selain hak-hak dari peraturan perundang-undangan, anak 

korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan 

keselamatan serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan 

perkara.  

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli Abdussalam, bahwa 

korban tindak pidana adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan 

mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran 



ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang 

yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau 

tindak pidana. secara yuridis, pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di jelaskan bahwa korban adalah “seseorang 

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh 

suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:  

a. Setiap orang;  

b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;  

c. Kerugian ekonomi;  

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban 

tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini 

tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa 

pengertian mengenai korban, pengertian ini dikemukakan baik oleh para ahli yang membahas 

mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:  

a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 

sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau 

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.11  

b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan 

oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku 

kekerasan tersebut.12  

c. Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif 

telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau 

 
11 Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer– Kelompok 

Gramedia, hal. 64. 
12 Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN.jakarta hlm 9 



gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau 

komisi yang melanggar hukum pidana di masingmasing negara, termasuk penyalahgunaan 

kekuasaan.13 

 

C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti 

sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan 

seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.14 

Sedangakan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang 

dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur 

paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.15 Kekerasan dapat 

berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual.  

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang 

mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas 

yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, 

mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan 

kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang 

merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman 

kekerasan.16 

 
13 Muladi, 2005, HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, dalam Muladi, ed., Hak Asasi 

Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika 

Aditama, hal. 108. 
14 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta 

:Pusat Bahasa, hlm. 698 
15 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: 

Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung : Refika Aditama. hlm. 54 
16 Leden Marpaung. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta : Sinar 

Grafika. hlm. 7 



Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual 

dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. 

Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah child sexual abuse didefinisikan sebagai 

suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas 

seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan 

maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra 

masyarakat. Korbannya bisa anak lakilaki maupun anak perempuan, akan tetapi anak 

perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.17 

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik 

anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang 

disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. 

Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal 

ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti 

bahwa dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai 

orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, 

korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal 

yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat 

merusak nama keluarga.18 

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa 

penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan 

berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma 

 
17 Ibid, hlm 7-8 
18 Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio 

Informa, Vol. 01, No. 1, hlm. 18 



emosional. Bentukbentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan 

paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.19 

Sexual abuse (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam 

kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:  

1. Familial abuse  

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian 

dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai incest merupakan salah satu jenis 

kekerasan seksual dalam familial abuse. Mayer menyebutkan incest dalam keluarga dan 

mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. Kategori pertama 

yaitu sexual molestation (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi noncoitus, petting, 

fondling, exhibitionism dan voyeurism, atau semua hal yang dapat menstimulasi pelaku 

secara seksual. Kategori kedua yaitu sexual assault (perkosaan) dimana perbuatan dapat 

berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, fellatio (oral pada penis), dan 

cunnilingus (oral pada klitoris). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling 

fatal yaitu forcible rape (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual. Korban 

akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman. Dari ketiga kategori tersebut, 

dua kategori terakhir yang akan menimbulkan trauma yang paling berat kepada anak.20  

2. Extrafamilial abuse  

Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain 

diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak 

disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-

 
19 Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan,Bandung :PT Refika 
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20 Thathit Manon Andini, dkk, 2019, Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang, 
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laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak 

dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan 

buku. Dalam melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan 

untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti tahapan yang dilakukan oleh 

pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan intensif.  

Tahapan tersebut berupa : 

a) Nudity, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal menelanjangkan 

diri sendiri;  

b) Disrobing, yaitu perbuatan orang dewasa membuka pakaian di depan anak-anak;  

c) Genital exposure yaitu perbuatan orang dewasa menunjukan alat kelaminnya;  

d) Observation of the child, yaitu orang dewasa memperhatikan tubuh anak-anak yang 

biasanya dilakukan saat mandi, telanjang, dan saat membuang air; 

e) Mencium anak yang memakai pakaian dalam.  

f) Fondling, yaitu perbuatan meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong  

g) Masturbasi, yaitu kegiatan seksual untu memberikan stimulasi diri sendiri, baik dengan 

alat bantu maupun tidak;  

h) Fellatio, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada penis 

korban atau pelaku sendiri;  

i) Cunnilingus, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada vulva 

atau area vagina, pada korban atau pelaku;  

j) Digital penetration, yaitu aktivitas seksual dengan memasukan sestau pada anus, 

rectum, atau vagina; 



k) Penile penetration, yaitu aktivitas seksual dengan memasukan alat kelamian laki-laki 

pada anus, rectum, atau vagina;  

l) Dry intercourse, yaitu aktivitas seksual dengan mengelus-elus penis pelaku atau area 

genital lainnya, paha, atau bokong korban;21 

Mengenai kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

mengatur dalam BAB XVI buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu:  

a) Pasal 281 : kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka; 

b) Pasal 282 : kejahatan pornografi;  

c) Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak;  

d) Pasal 283 b: kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya;  

e) Pasal 284 : kejahatan perzinahan;  

f) Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;  

g) Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan 

pingsan atau tidak berdaya;  

h) Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan;  

i) Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum 

waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun lupa berat; 

j) Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan 

kesusilaan; 

k) Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum 

waktunya dikawin;  

l) Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak;  

 
21 Ibid, hlm. 17-18 



m) Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum 

dewasa;  

n) Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan anak;  

o) Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak;  

p) Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;  

q) Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa;  

r) Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya 

dapat digugurkan. 

D. Penegakan Hukum Di Indonesia 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada 

hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya 

upaya tegaknya atau berfungsinya normanorma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara.Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep 

hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu 

proses yang melibatkan banyak hal.22 

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum 

oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai 

dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku. Bila 

dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya 

hukum bisa diteggakan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun 
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pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungan dengan pendapat 

Hoefnagels23 maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :  

1. Penerapan hukum pidana (Criminal law apllication) 

2. Pencegahan tanpa pidana (Pervention without punishment), dan  

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media 

massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya 

ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.  

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai 

berikut :  

a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).  

b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa 

kesalahan”).  

c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi 

hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada 

kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.  

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian 

antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut 

kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi prilaku atau tindakan yang dianggap pantas 

atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian. 

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique24 juga adalah proses dilakukannya 

upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

 
23 Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : 

Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42. 



perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang 

dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum 

pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.  

Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha 

atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang 

merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai 

dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum 

yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu 

akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu 

sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian 

masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima 

akibat yang telah diperbuat (hukuman). 

Melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berjalan 

baik, salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan 

undang-undang semata sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan 

hukum. Jika dilihat dari pendekatan filsafat, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum 

adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu 

sendiri adalah terletak pada keadilan. Filsafat hukum sendiri merupakan bagian penelusuran 

kebenaran yang tersaji dalam ruang lingkup filsafat.  

 
24 Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara 

Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara 

Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-April-2023, Pukul 
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Filsafat merupakan kegiatan berpikir secara sistematikal yang hanya dapat merasa 

puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berfikir itu sendiri. Filsafat tidak 

membatasi diri hanya pada gejala-gejala indrawi, fisikal, psikis atau kerohanian saja. Ia juga 

tidak hanya mempertanyakan “mengapa” dan “bagaimana”-nya gejala-gejala ini, melainkan 

juga landasan dari gejala-gejala itu yang lebih dalam, ciri-ciri khas, dan hakikat mereka. Ia 

berupaya merefleksi hubungan teoritikal, yang di dalamnya gejala-gejala tersebut dimengerti 

atau dipikirkan.25 

Jika dilihat dari keberlakuan hukum secara empiris yang melihat keberlakuan hukum 

secara langsung pada kenyataan di masyarakat dengan mengukur apakah hukum berhasil 

mengarahkan tingkah laku masyarakat dan aparat penegak hukum berhasil menegakkan 

hukum, maka dalam tataran realitas, hukum masih berjalan tidak efektif.26 Penegakan hukum 

di Indonesia yang masih jauh dari yang diharapkan tidak terlepas dari pengaruh politik dalam 

berhukum. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada penegakan hukum, namun juga karakteristik 

produk-produk hukum, serta proses pembuatannya. Pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum 

tidak selalu seiring dengan perkembangan strukturnya. Hal ini jika ukuran pembangunan 

hukum di Indonesia adalah unifikasi dan kodifikasi hukum, maka dari waktu ke waktu 

produktifitas perundang-undangan mengalami peningkatan. Namun dari sisi yang lain dari 

segi fungsi hukum telah terjadi kemerosotan.27  

Sebagaimana yang dikutip oleh Sidharta, dalil yang dikatakan oleh Gustav Radbruch, 

bahwa ia menjabarkan ide-hukum yang dikemas melalui tiga aspek, yakni kepastian hukum, 

kemanfaatan, maupun keadilan. Pertautan di antara ketiganya menjadi sangat dinamis, ketika 
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dihubungkan dengan hubungan kaidah-kaidah hukum positif dengan hubungan sosial yang 

mendasarinya. Dalam substansi hukum terdapat dan tercermin berbagai gejala sosial dan 

nilai-nilai yang melahirkannya. Oleh karena itu, hukum dan kaidah-kaidah hukum, juga 

secara dogmatis, hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan hubungan sosial yang 

diaturnya dan nilai-nilai mendasarinya.28 Pembentukan dan penegakan hukum yang 

mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan ketertiban dan keefektifannya di dalam masyarakat 

oleh penegak hukum tidak terlepas dari pertautan tiga pengaruh yang merujuk pada faktor-

faktor keberlakuan hukum yang dijelaskan oleh Friedman, yang meliputi struktur hukum, 

substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiganya saling tarik menarik di masyarakat. 
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